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Abstract

SMEs are the main drivers of the local economy in Indonesia. However, limited resources and
innovation capacity make it difficult for SMEs to develop in the era of disruption. The concept of
ambidexterity—an organization's ability to balance exploration and exploitation—can be a strategic
framework in public policy networks to encourage SME innovation. This study aims to conduct a
systematic review of the ambidexterity literature in the context of policy networks and its relevance to
strengthening SMEs in Pekanbaru. Using the systematic literature review (SLR) method, this article
examines more than 50 recent scientific publications to formulate conceptual and practical implications.
The results of the study reveal the importance of local institutional capacity, participatory leadership, and
actor diversity as drivers of ambidexterity. This article concludes that collaborative network-based
policies need to be designed by considering the balance of short-term and long-term strategies to
strengthen SME competitiveness at the local level.
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Abstrak

UKM merupakan penggerak utama perekonomian lokal di Indonesia. Namun, keterbatasan
sumber daya dan kapasitas inovasi menyebabkan UKM sulit berkembang dalam era disrupsi. Konsep
ambidexterity—kemampuan organisasi dalam menyeimbangkan eksplorasi dan eksploitasi—dapat
menjadi kerangka strategis dalam jejaring kebijakan publik untuk mendorong inovasi UKM. Studi ini
bertujuan melakukan tinjauan sistematis terhadap literatur ambidexterity dalam konteks jejaring
kebijakan dan relevansinya bagi penguatan UKM di Pekanbaru. Dengan metode systematic literature
review (SLR), artikel ini menelaah lebih dari 50 publikasi ilmiah terkini untuk merumuskan implikasi
konseptual dan praktis. Hasil studi mengungkapkan pentingnya kapasitas institusional lokal,
kepemimpinan partisipatif, dan keberagaman aktor sebagai pendorong ambidexterity. Artikel ini
menyimpulkan bahwa kebijakan kolaboratif berbasis jejaring perlu dirancang dengan memperhatikan
keseimbangan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperkuat daya saing UKM di tingkat
lokal.

Kata Kunci: UKM, Ambidexterity, Jejaring Kebijakan, Inovasi.

PENDAHULUAN

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan fondasi utama perekonomian
Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UKM menyumbang
lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97%
tenaga kerja nasional. Di Kota Pekanbaru, peran UKM tidak kalah signifikan, terutama
dalam sektor perdagangan, makanan olahan, jasa kreatif, dan kerajinan lokal.
Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru (2023), terdapat
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lebih dari 85.000 pelaku usaha mikro dan kecil yang aktif secara administratif.
Meskipun demikian, sebagian besar dari mereka masih beroperasi secara informal,
memiliki akses terbatas terhadap permodalan bank, serta belum terkoneksi dengan
rantai pasok yang lebih luas. Tantangan lain yang mencuat adalah lemahnya integrasi
teknologi digital dan minimnya kapasitas riset serta kolaborasi antara pelaku UKM
dengan lembaga riset dan pendidikan tinggi. Sehingga dapat dikatakan masih
terdapat tantangan dan masalah yang dihadapi oleh UKM baik secara internal
maupun secara eksternal (Najah & Hastuti, 2024). Sementara itu, keberlangsungan
UKM sangat penting karena UKM telah memantapkan diri sebagai mesin ekonomi
(Sumarni & Kodarni, 2024).

Secara umum, meskipun secara kuantitatif UKM tumbuh pesat, secara
kualitatif daya saing dan kapabilitas inovasi UKM masih rendah. Fenomena ini
tercermin dari rendahnya adopsi teknologi baru, lemahnya akses terhadap pasar
ekspor, serta minimnya keterlibatan dalam kegiatan riset dan pengembangan. Dalam
konteks ini, kemampuan UKM untuk terus bertahan dan berkembang sangat
bergantung pada strategi adaptasi dan inovasi yang tepat. Namun, literatur
menunjukkan bahwa UKM cenderung lebih fokus pada eksploitasi sumber daya yang
sudah ada ketimbang mengeksplorasi peluang baru (Lubatkin et al., 2006; March,
1991). Kecenderungan ini dapat menimbulkan stagnasi jangka panjang. Oleh karena
itu, keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi—yang dalam teori manajemen
strategik dikenal sebagai ambidexterity—menjadi krusial.

Di sisi lain, penelitian mengenai ambidexterity dalam konteks UKM masih
terbatas, terutama dalam kerangka kebijakan publik dan ekosistem lokal. Sebagian
besar studi terdahulu berfokus pada konteks perusahaan besar atau organisasi
multinasional (Benner & Tushman, 2003; O’Reilly & Tushman, 2013), sementara kajian
tentang bagaimana jejaring kebijakan (policy network) mampu memfasilitasi
ambidexterity UKM pada tingkat lokal masih jarang dijelajahi, khususnya di negara
berkembang seperti Indonesia. Hal ini menimbulkan gap penelitian yang penting
untuk diisi.

Studi oleh Alcalde-Heras et al. (2020) di Basque Country, Spanyol, menjadi
salah satu contoh yang relevan, menunjukkan bagaimana jejaring kebijakan dapat
dirancang secara ambidextrous untuk mendukung UKM. Namun, belum ada studi
sistematis yang menelaah bagaimana pendekatan serupa dapat ditransformasikan
untuk konteks lokal seperti Pekanbaru. Kondisi UKM Pekanbaru yang cenderung
fragmented, kurang terorganisir secara strategis, dan tidak memiliki platform
kolaboratif lintas sektor menegaskan perlunya riset lanjutan yang secara khusus
membahas penerapan konsep ambidexterity dalam perumusan kebijakan publik
daerah.

Dengan mempertimbangkan fenomena tersebut, artikel ini bertujuan untuk
mengkaji literatur sistematis terkait ambidexterity, jejaring kebijakan, dan inovasi
UKM dalam satu kerangka integratif, engidentifikasi elemen-elemen strategis dalam
jejaring kebijakan yang mendukung ambidexterity UKM, merumuskan implikasi
kebijakan dan manajerial untuk pengembangan UKM di Kota Pekanbaru berdasarkan
sintesis teori dan praktik global.
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Dengan menggunakan pendekatan systematic literature review (SLR), artikel
ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mengisi kekosongan literatur
dan mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis bukti pada tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review (SLR)
sebagai kerangka metodologis untuk mengkaji literatur secara komprehensif,
transparan, dan replikatif. Metode ini dipilih karena relevan dalam mengkaji dinamika
konsep dan praktik ambidexterity serta jejaring kebijakan dari berbagai sumber
akademik yang berkualitas. Pendekatan ini mengacu pada kerangka metodologi
Tranfield, Denyer, dan Smart (2003), serta diperkuat dengan pendekatan pragmatis
dari Snyder (2019) dalam penyusunan artikel berbasis literatur di bidang manajemen
strategis.

Proses review dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi perumusan
pertanyaan penelitian: fokus utama adalah bagaimana konsep ambidexterity dalam
jejaring kebijakan dapat diadopsi dalam konteks UKM di Pekanbaru.

Identifikasi Literatur: Pencarian artikel dilakukan melalui database
internasional (Scopus, Web of Science, ProQuest, EBSCO, Google Scholar) serta jurnal
nasional terakreditasi (SINTA 2 ke atas). Kata kunci yang digunakan antara lain:
"ambidexterity", "policy network", "SME innovation", "public management", dan
"strategic capability".

Kriteria inklusi dan eksklusi terdiri dari tahun terbit 2013-2023, artikel
berbahasa Inggris atau Indonesia, Relevan secara langsung dengan tema
ambidexterity, jejaring kebijakan, atau inovasi UKM, studi konseptual maupun
empiris, srtikel yang telah melalui proses peer-review.

Penyaringan dan evaluasi kritis meliputi lebih dari 180 artikel awal, diseleksi
menjadi 53 artikel yang memenuhi kriteria dan relevansi tematik. Evaluasi kualitas
dilakukan dengan menilai kontribusi teoretis, metodologi, dan keterkaitan dengan
konteks kebijakan strategis UKM.

Analisis Tematik penelitian ini adalah artikel yang terpilih diklasifikasikan ke
dalam beberapa tema utama: (1) Konsep dan model ambidexterity dalam organisasi
publik; (2) Dinamika jejaring kebijakan dalam konteks regional; (3) Strategi inovasi
UKM berbasis jaringan; (4) Implementasi dan tantangan ambidexterity dalam
ekosistem UKM lokal. Langkah-langkah di atas memungkinkan integrasi sistematis
antara teori dan praktik yang berguna untuk menyusun implikasi kebijakan berbasis
bukti (evidence-based policymaking) yang lebih akurat dan relevan di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi Gibson dan Birkinshaw (2004) menyatakan bahwa ambidexterity
organisasi tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh konteks dan
budaya kerja yang mendukung keseimbangan eksplorasi dan eksploitasi. Ini
diperkuat oleh Gupta et al. (2006) yang mengungkapkan bahwa keseimbangan
tersebut merupakan pendorong utama inovasi berkelanjutan pada perusahaan kecil.

Dalam konteks kebijakan publik, Brinkerhoff dan Brinkerhoff (2011)
menekankan pentingnya kemitraan antara sektor publik dan privat dalam
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mendorong governance yang adaptif dan inovatif. Sementara itu, Damanpour dan
Schneider (2006) menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki kepemimpinan
partisipatif dan struktur fleksibel lebih mudah mengadopsi inovasi pada fase awal
hingga implementasi.

Lee dan Trimi (2018) mengangkat urgensi inovasi digital dan pengelolaan
informasi dalam mendukung transisi menuju kota cerdas, yang sangat relevan bagi
Pekanbaru sebagai kota berkembang. Konteks ini membutuhkan dukungan jejaring
lintas sektor sebagaimana dikembangkan oleh Klijn dan Koppenjan (2000) dalam
teori governance berbasis jaringan.

Volery et al. (2015) melalui studi UKM di Eropa menemukan bahwa pengusaha
yang memiliki perilaku ambidextrous cenderung memiliki kapabilitas dinamis lebih
tinggi, yang diperkuat oleh sistem pembelajaran berkelanjutan (Zollo & Winter,
2002). Hal ini paralel dengan Teece (2007) yang menekankan pentingnya
microfoundations dalam membangun kapabilitas strategik jangka panjang.

Dalam studi oleh Alcalde-Heras et al. (2020), model jejaring kebijakan di
Basque Country yang berbasis dialog, refleksi, dan kolaborasi terbukti efektif
mendukung inovasi UKM melalui pendekatan ambidextrous. Sementara, dalam
konteks ASEAN, laporan OECD (2017) dan World Bank (2020) menyoroti pentingnya
peran pemerintah daerah dalam mendukung UKM melalui regulasi yang fleksibel dan
insentif inovasi.

Dalam konteks lokal, struktur kelembagaan di Pekanbaru dapat mengambil
inspirasi dari pendekatan institusional North (1990) dan Scott (2004 ), di mana institusi
tidak hanya menjadi aturan formal, tapi juga norma sosial yang mendorong
kolaborasi. Penelitian Martin dan Sunley (2007) menunjukkan bahwa kompleksitas
ekonomi lokal bisa diatasi melalui pendekatan evolusioner dan berbasis klaster
seperti yang dijelaskan oleh Porter (1998).

Implikasi strategis bagi pemerintah kota Pekanbaru adalah membangun
forum UKM berbasis jaringan kolaboratif yang mengintegrasikan pemangku
kepentingan (pemerintah, kampus, asosiasi usaha, dan lembaga keuangan). Untuk
menghindari bias pengukuran dalam evaluasi kinerja, dapat digunakan pendekatan
metodologis seperti yang disarankan oleh Podsakoff et al. (2012).

Dengan integrasi teori ambidexterity, kapabilitas dinamis, dan governance
jaringan, kota Pekanbaru berpotensi menciptakan ekosistem inovasi berbasis
kebijakan yang partisipatif, responsif, dan berkelanjutan.

Temuan dari literatur review sistematis menunjukkan bahwa keberhasilan
ambidexterity dalam konteks UKM sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi yang
lentur dan kemampuan adaptasi yang tinggi (Birkinshaw & Gibson, 2004). Studi
Eisenhardt dan Martin (2000) menekankan bahwa kemampuan dinamis (dynamic
capabilities) memainkan peran penting dalam membentuk organisasi yang mampu
bertindak secara ambidextrous, yakni dengan tetap kompetitif dalam jangka pendek
sekaligus mampu menciptakan keunggulan jangka panjang.

Gupta, Smith, dan Shalley (2006) menyoroti bahwa perusahaan yang secara
sadar mengalokasikan sumber daya pada eksplorasi dan eksploitasi cenderung lebih
inovatif. Hal ini sejalan dengan temuan Damanpour dan Schneider (2006), yang
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menekankan bahwa lingkungan yang mendukung inovasi sangat dipengaruhi oleh
perilaku manajerial dan struktur formal organisasi.

Dalam konteks jaringan, Curado dan Bontis (2007) menyampaikan bahwa
modal intelektual bersama dalam jejaring kolaboratif berkontribusi besar terhadap
ambidexterity. Ini diperkuat oleh studi Chen (2009) yang menunjukkan bahwa sinergi
antara kapabilitas inovasi hijau dan strategi keberlanjutan memperkuat hasil inovatif
perusahaan kecil.

Dari sisi kebijakan, penelitian Janssen, Charalabidis, dan Zuiderwijk (2012)
menekankan pentingnya kebijakan berbasis data terbuka (open data) dalam
menciptakan transparansi dan mendorong partisipasi inovatif dari pelaku UKM. Studi
Lindner dan Riehm (2009) di Jerman menunjukkan bahwa partisipasi digital dapat
memperkuat jejaring sosial dan mempercepat proses adopsi inovasi pada sektor
publik maupun privat.

Volery et al. (2015) menemukan bahwa pengusaha ambidextrous
menunjukkan pola perilaku strategis yang memungkinkan mereka untuk merespons
perubahan pasar dengan lebih cepat. Teece (2007) dan Helfat & Peteraf (2003) juga
menggarisbawahi pentingnya pembelajaran organisasi dan siklus kapabilitas dalam
menjaga kontinuitas strategi inovasi UKM.

Beberapa studi lain seperti Foss & Saebi (2017) dan Ahn & Campbell (2018)
menunjukkan bahwa inovasi model bisnis dan digitalisasi kebijakan publik adalah
katalis penting dalam membangun sistem dukungan inovatif yang berkelanjutan,
terutama untuk konteks negara berkembang.

Secara keseluruhan, hasil kajian literatur sistematis ini mengonfirmasi bahwa:
Ambidexterity dapat diwujudkan melalui kombinasi antara penguatan kapabilitas
internal UKM dan pengembangan jaringan eksternal yang mendukung. Jejaring
kebijakan menjadi mekanisme yang efektif untuk mengkonsolidasikan berbagai
sumber daya, pengetahuan, dan legitimasi dalam membangun ekosistem inovasi.

Kepemimpinan adaptif dan lingkungan institusional yang reflektif adalah
katalis penting dalam pengembangan ambidexterity di tingkat lokal. Dengan
mempertimbangkan lebih dari 50 artikel terpilih, hasil ini memperkuat pentingnya
integrasi kebijakan, teori manajerial, dan dinamika sosial-ekonomi lokal dalam
mendorong inovasi UKM berbasis ambidexterity.

Tabel 1. Sintesis Literatur Terkait Ambidexterity dalam Konteks UKM dan Jejaring

Kebijakan
Penulis & . Relevansi terhadap
No Tahun Fokus Studi Temuan Utama Ambidexterity
Birkinshaw &  Struktur Struktur lentur . Mendgku!']g '
1 ibson (2004) organisasi mendukung perilaku  organisasi adaptif
& ambidextrous dan inovatif

Kapabilitas dinamis
penting untuk
kelincahan organisasi

Eisenhardt & Dynamic
Martin (2000) capabilities

Mendorong inovasi
dan eksplorasi
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Gupta et al. Eksplorasi vs

3 (2006) eksploitasi
Damar'1pour& Iklim inovasi

4 Schneider dalam organisasi
(2006) &
Curado &

> Bontis (2007) dalam jaringan

Inovasi hijau dan

6 Chen (2009) keberlanjutan

Janssenetal. Open
/ (2012) government data
Lindner & e
8 Riehm (2009) Partisipasi digital
Volery et al. Perll.aku
9 (2015) ambidextrous
UKM
Teece (2007); Pembelajaran
10 Helfat & dan kapabilitas
Peteraf (2003) organisasi
Foss & Saebi  Inovasi model
11 -
(2017) bisnis
Jejaring
- Alcalde-Heras kebijakan di

et al. (2020) Basque Country

Keseimbangan

eksplorasi-eksploitasi

mendorong inovasi

Lingkungan inovatif
dipengaruhi perilaku

manajer dan struktur

Modal intelektual

Modal intelektual kolektif mendukung

pertukaran
pengetahuan
Sinergi inovasi hijau
dan strategi

keberlanjutan hasilkan

ambidexterity

Transparansi dan
keterbukaan data
dorong partisipasi
inovatif
Digitalisasi
memperkuat

kolaborasi dan inovasi

Pengusaha
ambidextrous lebih
responsif terhadap
pasar

Kapabilitas strategis

perlu diperkuat secara

berkelanjutan
Model bisnis baru
diperlukan dalam
ekosistem
ambidextrous

Jejaring kolaboratif

dapat diformat untuk

mendorong

ambidexterity kolektif

Inti dari
ambidexterity

Faktor internal
pendorong
ambidexterity

Penguatan dimensi
jaringan
ambidexterity

Kombinasi strategi
lintas dimensi

Lingkungan
kebijakan yang
mendukung
eksplorasi

Mekanisme jejaring
ambidextrous

Praktik
ambidexterity di
sektor UKM

Basis pembelajaran
ambidextrous

Menjawab dinamika
pasar melalui inovasi
struktural

Studi kasus langsung
terhadap kebijakan
UKM berbasis
jejaring

Sumber: Olahan Data Penelitian.

Tabel ini memperlihatkan bahwa sebagian besar temuan dari 50 artikel yang
dikaji memiliki kecenderungan mendukung konstruksi ambidexterity melalui berbagai
jalur, baik struktural, strategik, maupun berbasis jejaring sosial dan kebijakan.
Keberagaman pendekatan ini memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah
daerah dan pemangku kepentingan untuk membangun kebijakan pengembangan
UKM yang adaptif, inklusif, dan inovatif.
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Kerangka Konseptual Integratif

Berdasarkan sintesis literatur dari lebih dari 50 artikel akademik, kerangka
konseptual yang dirumuskan dalam penelitian ini memvisualisasikan hubungan
antara elemen-elemen kunci dalam menciptakan ambidexterity pada UKM melalui
jejaring kebijakan lokal.

Kerangka ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu (1) Konteks Kelembagaan
Lokal, yang terdiri dari pemerintah daerah (misal: Dinas Koperasi dan UKM),
universitas dan lembagariset local, asosiasi dan komunitas UKM, lembaga pendanaan
dan inkubator bisnis; (2) Desain Jejaring Kebijakan yang Ambidextrous, yang terdiri
dari struktur kolaboratif (lintas sektor dan aktor), kepemimpinan partisipatif dan
inklusif, tujuan dan agenda kebijakan yang seimbang (eksplorasi dan eksploitasi),
mekanisme reflektif dan adaptif (evaluasi, dialog, pembelajaran bersama); (3) Hasil
Strategis bagi UKM, yang terdiri dari peningkatan kapabilitas inovasi dan adaptasi
pasar, perluasan akses teknologi dan jejaring pengetahuan efisiensi produksi dan
model bisnis yang fleksibel, daya saing dan keberlanjutan jangka Panjang

Gambaran Relasional Kerangka Konseptual adalah sebagai berikut:

[Konteks Kelembagaan Lokal] — membentuk — [Jejaring Kebijakan
Ambidextrous] — memfasilitasi — [Eksplorasi & Eksploitasi UKM] — menghasilkan
— [Kapasitas Inovatif & Keberlanjutan UKM].

Kerangka ini menjelaskan bahwa peran aktif dan terkoordinasi dari aktor lokal
merupakan fondasi utama bagi terbentuknya jejaring kebijakan yang mampu
mendorong keseimbangan eksplorasi dan eksploitasi. Dalam konteks Pekanbaru, hal
ini berarti membangun kapasitas manajerial, koordinasi antar dinas, sinergi dengan
perguruan tinggi, serta pelibatan UKM dalam proses desain dan implementasi
kebijakan secara langsung. Dengan pendekatan ini, ambidexterity bukan hanya
menjadi konsep strategis teoritis, tetapi juga dapat ditransformasikan ke dalam
kebijakan nyata yang adaptif dan berdampak pada level mikro (pelaku UKM).

Dalam konteks UKM di Kota Pekanbaru, relevansi temuan-temuan ini sangat
nyata. Struktur kelembagaan lokal yang didominasi oleh dinas pemerintah, asosiasi
UMKM, dan institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Riau, Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam
Riau serta Politeknik Caltex dapat menjadi simpul dalam membangun jaringan
kebijakan yang ambidextrous. Misalnya, implementasi pendekatan open data
(Janssen et al., 2012) dapat diaplikasikan melalui digitalisasi layanan Dinas Koperasi
dan UKM, sehingga mendorong partisipasi aktif pelaku usaha.

Lebih lanjut, perilaku adaptif dan inovatif pelaku UKM yang ditemukan dalam
studi Volery et al. (2015) menjadi potensi lokal yang belum sepenuhnya
dimaksimalkan. Dengan memfasilitasi eksplorasi melalui program inkubasi bisnis dan
pelatihaninovasi, serta eksploitasi lewat kemitraan pemasaran dan efisiensi produksi,
pemerintah kota dapat membangun ekosistem yang memperkuat kapabilitas
ambidextrous UKM secara kolektif. Oleh karena itu, integrasi model-model kebijakan
yang telah terbukti efektif secara global, jika disesuaikan dengan karakteristik sosial-
ekonomi Pekanbaru, sangat potensial untuk menghasilkan transformasi
berkelanjutan di sektor UMKM lokal.
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Kebijakan pengembangan UKM di Pekanbaru selama ini masih terfokus pada
aspek pembinaan teknis dan fasilitasi perizinan usaha. Meskipun langkah ini penting,
hasil kajian ini menunjukkan perlunya pergeseran paradigma menuju kebijakan
berbasis inovasi kolaboratif. Misalnya, dinas terkait dapat berperan sebagai policy
orchestrator yang menghubungkan UKM dengan aktor eksternal seperti akademisi,
lembaga pendanaan, dan inkubator bisnis. Pendekatan ini sejalan dengan studi
Alcalde-Heras et al. (2020), di mana manajer jaringan berperan aktif dalam
mengidentifikasi kebutuhan strategis UKM, merancang kegiatan kolaboratif, serta
mengevaluasi dampaknya secara berkelanjutan.

Lebih spesifik lagi, implementasi konsep ambidexterity dapat dimasukkan
dalam Rencana Strategis Daerah (Renstra) melalui indikator kinerja seperti: jumlah
UKM yang berpartisipasi dalam program eksplorasi inovatif (misalnya prototyping
atau pelatihan desain produk), dan jumlah UKM yang meningkatkan efisiensi dan
skala produksi (eksploitasi). Dengan demikian, kajian ini menyarankan agar strategi
pengembangan UKM Pekanbaru di masa depan tidak lagi berjalan secara sektoral dan
terfragmentasi, melainkan terintegrasi dalam kerangka kerja jaringan kebijakan yang
mendukung keseimbangan inovasi dan konsolidasi daya saing.

PENUTUP

Studi ini menyimpulkan bahwa penerapan konsep ambidexterity dalam
jejaring kebijakan merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kapasitas
inovasi UKM secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil kajian sistematis terhadap lebih
dari 50 literatur, ditemukan bahwa pendekatan ambidexterity yang menyeimbangkan
eksplorasi (penciptaan nilai baru) dan eksploitasi (optimalisasi nilai yang ada) mampu
meningkatkan ketahanan dan adaptabilitas UKM, termasuk di konteks lokal seperti
Kota Pekanbaru.

Pertama, studi ini berhasil mengkaji dan mensintesis berbagai literatur ilmiah
terkait ambidexterity, jejaring kebijakan, dan inovasi UKM dalam satu kerangka
konseptual yang integratif. Sintesis tersebut menunjukkan bahwa jejaring kebijakan
dengan struktur kolaboratif dan kepemimpinan partisipatif dapat memfasilitasi
keseimbangan eksplorasi dan eksploitasi dalam pengembangan UKM.

Kedua, hasil kajian mengidentifikasi bahwa elemen-elemen strategis seperti
kepemimpinan kolaboratif, keberagaman aktor dalam jejaring, dan dukungan
institusional yang adaptif merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan
ambidexterity di tingkat kebijakan publik. Dalam konteks Pekanbaru, elemen-elemen
ini belum terbangun secara sistematis, namun memiliki potensi besar untuk
dikembangkan melalui forum inovasi lintas sektor.

Ketiga, studi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan dan manajerial
yang aplikatif, khususnya bagi pemerintah daerah Pekanbaru. Di antaranya adalah
pentingnya membentuk platform jejaring kebijakan UKM yang bersifat reflektif dan
kolaboratif, menetapkan indikator kinerja berbasis ambidexterity (baik untuk
eksplorasi maupun eksploitasi), serta membekali manajer jaringan dengan kapasitas
lintas-disiplin.

Proposisi Utama: Penerapan ambidexterity dalam jejaring kebijakan publik
lokal secara sistematis akan meningkatkan kemampuan adaptif dan inovatif UKM,

E-ISSN 3064-4119 | 8



Al-manar Journal of Economic and Social Studies Vol. 2, No. 1, Juni 2025

terutama bila difasilitasi oleh kepemimpinan kolaboratif, keberagaman aktor, dan
dukungan institusional yang fleksibel.

Implikasi Kebijakan: Pemerintah daerah, khususnya Kota Pekanbaru, perlu
memformulasikan forum inovasi UKM berbasis jaringan sebagai platform kebijakan
bersama lintas sektor. Kebijakan publik harus dirancang secara ambidextrous,
menyeimbangkan insentif jangka pendek (akses pasar, pelatihan) dan pembangunan
kapasitas jangka panjang (R&D, prototipe). Diperlukan indikator kinerja
ambidexterity dalam evaluasi program pengembangan UKM, termasuk metrik
eksploratif (jumlah produk baru, kolaborasi riset) dan eksploitatif (efisiensi produksi,
peningkatan omzet).

Implikasi Manajerial: Pelaku UKM perlu mengembangkan perilaku
ambidextrous, dengan meningkatkan orientasi pasar dan inovasi produk secara
bersamaan. Manajer jejaring (baik dari sektor publik maupun non-profit) perlu
memiliki kompetensi lintas-disiplin serta kemampuan memfasilitasi proses dialog dan
pembelajaran kolektif antar aktor.

Implikasi Teoritis: Studi ini memperkaya literatur ambidexterity dan policy
network dengan memberikan konteks lokal dari negara berkembang, serta
menyoroti pentingnya konfigurasi kelembagaan dan kepemimpinan dalam
mentranslasikan konsep strategis ke dalam praktik kebijakan inovatif.

Dengan demikian, artikel ini merekomendasikan strategi kebijakan kolaboratif
yang bersifat reflektif, adaptif, dan kontekstual, guna mendukung ketahanan dan
daya saing UKM di Pekanbaru dalam menghadapi disrupsi ekonomi global dan lokal.
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